TATA CARA
PENUNJUKAN LANGSUNG
KENDARAAN PEMERINTAH

OLEH K/L/D/I



KENAPA PERLU PENUNJUKAN LANGSUNG
-



TUJUAN
-



HAL PENTING
-



PENUNJUKAN LANGSUNG KENDARAAN PEMERINTAH (LKPP)
-

LKPP PENYEDIA K/L/D/I

HARGA PASAR & HARGA
VERIFIKASI KENDARAAN &
PENYEDIA INFO PENYEDIA

SURAT PERJANJIAN
KERJASAMA PEKERJAAN
NEGOSIASI PENGADAAN
KENDARAAN RODA
EMPAT PEMERINTAH

SURAT PERJANJIAN
KERJASAMA PENUNJUKAN
LANGSUNG PENGADAAN NEGOSIASI
KENDARAAN PEMERINTAH

PENUNJUKAN
ACUAN HPS LANGSUNG

KENDARAAN

PORTAL PENGADAAN NASIONAL &
WEBSITE PENYEDIA




PENUNJUKAN LANGSUNG KENDARAAN PEMERINTAH (K/L/D/I)

LKPP

K/L/D/I

RENCANA UMUM
PENGADAAN

PENUNJUKAN
LANGSUNG KENDARAAN
PEMERINTAH

PENENTUAN MEREK,
MODEL DAN TYPE

PEMBUATAN PAKET

FORM PESANAN
KENDARAAN

SURVEI HARGA

PENYEDIA

PENGIRIMAN
KENDARAAN,
O
PEMBUATAN STNK &
BPKB

PENYERAHAN
KENDARAAN, STNK
& BPKB

PENYEDIAAN
KENDARAAN
SESUAI SURAT
PESANAN

CETAK SURAT PESANAN
KENDARAAN

INPUT INFORMASI
KONTRAK

KONTRAK PENGADAAN
KENDARAAN




PEMBENTUKAN HARGA KENDARAAN PEMERINTAH

OFF THE ROAD PAJAK ONGKOS KIRIM

PKB
(0/0,5/1/1,5%)

ONGKOS KIRIM
KE PROVINSI/
KABUPATEN/
BBN-KB FRANCO DEALER
(0/10/12,5/15%)

HARGA
OFF THE ROAD
PLAT MERAH

TERGANTUNG KEBIJAKAN

BISA DILIHAT DIPORTAL DAERAH/PERATURAN BISA DILIHAT DIPORTAL
PENGADAAN NASIONAL PENGADAAN NASIONAL
GUBERNUR MASING- (ONGKIR)

MASING



SURVEI HARGA
-



NEGOSIASI
-



PELAKSANAAN
-



KEWAIJIBAN PENYEDIA
-



CAKUPAN
=

ATPM Wilayah Jual (Agustus 2011)

Mitsubishi 25 Provinsi
KIA DKI Jakarta (proses nego bulanan)
Nissan DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, DIY, Bali, Riau, Lampung,

Jambi, Kalimantan Barat

Mazda DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Utara,
Sumatera Utara

Toyota 22 Provinsi
Isuzu 15 Provinsi
Daihatsu 19 Provinsi
Ford 33 Provinsi

Suzuki 33 Provinsi




PAJAK DAERAH DI PEMDA (CONTOH)
=

PROVINSI PKB BBN-KB
Bali 0,5% 15%
Banten 1% 10%
DKI Jakarta 0,5% 10%
Jawa Timur 0,5% 15%
Kalimantan Tengah 0,5% 15%
Sumatra Utara 0,5% 15%
Sulawesi Selatan 0,5% 12,5%
Bangka Belitung 0,5% 10%
Maluku 1% 15%
NTB 0,5% 15%
NTT 0,5% 15%

Pemberlakuan tarif BBN-KB dan PKB diatur daerah masing-masing.






